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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker 

(PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Apoteker memiliki tugas dan peran penting di Balai Besar 

POM Surabaya terutama dalam Pengawas keamanan obat 

dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

2. Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab dalam Sistem 

Pengawas Obat dan Makanan yang efektif dan efisien 

untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat 

dalam mengawasi, mendeteksi, dan mencegah adanya 

kandungan berbahaya dalam produk makanan maupun obat 

serta menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat 

dengan melakukan Pengawas produk secara luas sehingga 

obat dan makanan yang beredar terjamin aman, bermutu, 

dan bermanfaat.  

 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker 

(PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, dapat 

disarankan:  
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1. Balai Besar POM Surabaya memperbaiki dan 

meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan sehingga 

meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat 

2. Mengoptimalkan sistem Pengawas obat dan makanan di 

Balai Besar POM Surabaya sehingga segala bentuk 

pelanggaran produsen obat dapat teratasi dengan cepat dan 

tepat. 

3. Mengoptimalkan dan melakukan inovasi terkait 

penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dan 

produsen dalam rangka meningkatkan kesadaran terkait 

penggunaan bahan zat berbahaya sehingga produsen dapat 

menghasilkan produk yang aman dan tidak membahayakan 

pasien serta kesadaran masyarakat yang tidak menganggap 

remeh informasi yang telah disampaikan. 
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